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@ Pendahuluan

Tujuan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Upaya mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dilakukan dengan
()7  mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan
ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan

02 Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan
antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sasaran keterkaitan desa-kota, dilakukan dengan terwujudnya sedikitnya 39

03 pusat pertumbuhan baru hingga tahun 2019 - 40 Kawasan Pusat
Pertumbuhan di 60 Kabupaten (KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS
NASIONAL).



SEBARAN KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN)
PADA LOKASI PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RPJMN 2015-2019
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KAWASAN BATIK NAU
KAB. BENGKULU UTARA

KAWASAN BATURAJA
KAB. OGAN KOMERING ULU TI
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KAWASAN MESUJI
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KAB. BANYUWANGI
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kawasan Timur = 28 Pusat Pertumbuhan |
kawasan Barat = 12 Pusat Pertumbuhan




e Kemendes PDTT,

e Kementan,

* KKP,

e Kemenpar

e Kemen KUKM
e Pernda, Pemdes

e Kemenperin,
* Pemda

Pem dan/atau
Rehabilitasi senlra
produksi, sentra

e Kemen PUPR,

e Kemendes PDTT,
e Kemenhub,

* BIG

e Pemda, Pemdes

Program Pl‘lOl‘ltaS-6: Pengembangan ',?:;,Sge',r‘fj;'i‘;'a;;‘;‘ Pembangunan/ )
pendidikan ARG AT e Rehabilitasi * Kemendes
kajuruan untuk destinasi pa’riwxsm sarana dan FDTT,
meningkatkan prasarana « ENPB

e Kementan

“Pengembangan Ekonomi - "™
Kawasan, Termasuk Kawasan
Transmigrasi Untuk
Mendorong Pusat
Pertumbuhan Dan
Keterkaitan Desa-Kota”

inovasi dan
reatifitas loka

Penerapan
teknologi dan
inovasi untuk
meningkatkan
nilai tambah dan
daya saing

Pengembangan
ekonorni kawadsan lermasuk
kawvasan transmigrasi untuk
endorong Pusat pertumbuka
dan keterkaitan
desa - kota

Pembangunan
suplai cnergi
untuk
pemenuhan
domestik dan

industri

e Kemendes PD'N Menerapkan Pem dan/atau
e Pemda TIK untuk Pemeliharaan
memfasilitasi sarana bisnis/

e Kemenkominfo, perdagangan pusat bisnis di

* Kamendes PDTT dan pertukaran kws ekonomi

o KPPPA informasi perdesaan

e Pemda, Pemdes

transportasi

Pengembargan

BUN antar Desa

Mikro di Daerah

* Femda, Pemdes

kerjasama
antardesa,
daerah, KPS,

e Kemendes

PDTT,
Pengembangan * Pemda,
Lembaga Pemdes
Keruangan

= Kemendes
PDTT
e Pemnda, Pemdes
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Pembagian Tugas Antar
Kementerian Dalam Fasilitasi
Daerah Dalam Penyusunan

Masterplan/ RPKP/ RIK

Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan
Pembagian Tugas Fasilitasi Penyusunan
Masterplan/RPKP/RIK di Kemenko PMK

padatanggal 29 Desember 2017

IO | e
KEMENTERIAN PUPR MASTERPLAN BUPATI IMPLEMENTASI
e R

KABUPATEN
TOTAL 60 (40 PUSAT
PERTUMBUHAN)

RPKP



BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBAGIAN TUGAS FASILITASI
PENYUSUNAN MASTERPLAN/RPKP/RIK KPPN

y—
KEMENTERIAN KOORDINATOR it SRR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DAFTAR PENYUSUN MASTERPLANRIK/RPKP
REPUBLIK INDONESIA 8. MP/RIK/RPKP dimaksud dalam butir 4 (empat) menjadi acuan dalam pengembangan KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASTONAL (KFPA) 30182019
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 3, JAKARTA PUSAT 10110 kawasan bagi intah Pusat dan intah Daerah serta pihak terkait. = o
TELEPON: 021-3459444 (HUNTING), FAKSIMILE: 021-38437 9. Semua pihak yang menandatangani berita acara ini akan bekerja sama dan menindaklanjuti e e e e it
s P o
SITUS! WWW.Kemenkopik.go.1a dan sing-masing. (PR e vl [ W—
10. Dengan disahkannya Berita Acara Kesepakatan ini maka Berita Acara Kesepakatan I = =
BERITA ACARA KESEPAKATAN No.08/BA/D.VII/MDK.00.02/03/2017 tanggal 07 Maret 2017 tidak berlaku. ke e
PEMBAGIAN TUGAS FASILITASI PENYUSUNAN MASTERPLAN/RIK /RPKP o & o ad
FelGRITAS GBI 20sn0ets Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.
Numws : 82 /BA/D.VI/MDK.00.02/XI1/2017

Pada hari ini, Jum‘at tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tu]uh Belas, Disepakati bersama oleh :

K yang bertanda tangan di bawalr i, telah Jakant Rapal Kuordinasi F

Kawasan Perdesaan di Bidang Manusia dan Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Pl ""*““I’(;"“e“‘;"‘;" Pembangunan
dengan ini i tugas fasilitasi Perkvwar;. Ke:::::::n P;:;;:!an Umum R B PO

(MP)/Rencana Induk Kawasan (RIK)/ Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) 2015-2019, dengan rincian sebagai berikut:

1 Kawasan perd i sesuai arahan Rencana Pembangunan @
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 melalui peningkatan keterkaitan =

pembangunan kota-desa dengan memperkuat pusat pertumbuhan baru sebagal Pusat Syahrul MSi
Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang selanjutnya di sebut sebagai NIP : 19590819 198503 1 013 NIP: 19690711 1991011 001 Trim Sumetee B
Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN); T —
KPPN yang harus ditangani periode 2015-2019 terdiri dari 40 (empat puluh) pusat Direktur Daerah Tertinggal, Transmigras! dan RN e i i
pertumbuhan; Perdesaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
Lokasi-lokasi KPPN  diusulkan  oleh i Badan Pere: aan Pembangunan Nasional

Nasional/Bappenas dan  selanjutnya diperkuat dengan Surat Edaran Nemor
667/D.V1I/MDK.00.02/05/2016 tanggal 9 Mei 2016 mengenai Target Nasional dalam RKP
2017 tentang Desa dan Kawasan Perdesaan yang oleh

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

MP/RIK/RPKP yang disusun secara partisipatif dan difasilitasi oleh Pemerintah melalui
Kementerian Desa PDTT, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan
Kementerian Agraria dan Tata Ruang di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang
PMK dan Bappenas; Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan Perdesaan
Sehubungan dengan adanya perubahan lokasi KPPN yang difasilitasi penyusunan Kementerian Koordinator Bidang PMK
MP/RIK/RPKP oleh Kementerian sebagaimana pada butir 4 (empat), maka diperlukan
pembaharuan Berita Acara Kesepakatan,

Pembaglan ugas fasilicast penyusunan MP/RIK/RPKP yung disepakay weemust dalam
lampiran yang tidak terpisahkan dari berita acara ini.

MP/RIK/RPKP dimaksud dalam butir 4 (empat) menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan
dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
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Tahun 2016 (20 Kab. KPPN)

Tahun 2017 (20 Kab. KPPN)

Tahun 2018 (19 Kab. KPPN)

Tahun 2013 (1 Kab. KPPN)

Kawasan

Kabupaten/ Kota

Kawasan

Kabupaten/ Kota

Kabupaten/ Kota

Kawasan

Kabupaten/
Kota

Poso

Peureulak

Aceh Timur

Bula

Maluku Tengah

Tapan

Pesisir Selatan

Bangka Selatan

Belitung

Seram Bag. Timur

Sukadana

Kayong Utara

Merauke

Merauke

Cibaliung

Pandeglang

Tanjung Siapiapi

Banyuasin

Buol

Buol

Boalemo

Gorontalo

Kementerian ATR

Parigi Motong

ATR

Gorontalo Utara

Kementerian Desa PDTT

Pinrang

Pinrang

Manokwari

Manokwari

Banyuwangi

Banyuwangi

Arso

Jayapura

Pamekasan

Pamekasan

Sampang

Maba

Halmahera Timur

Sangata

Kutai Timur

Rasau Jaya

Kubu Raya

Raha

Muna

Sambas

Bengkayang

Misoaol

Raja Ampat

Mamuju

Mamuju

Wakatobi

Daruba

Pulau Morotai

Rasau Jaya

Mempawah

Batik Nau

Bengkulu Utara

Lombok Timur

Baturaja

Empat Lawang

Mesuji

Mesuji

Tabanan

Marabahan

Banjar

Sumbawa Besar

Sumbawa

Labuan Bajo

Manggarai Barat

Barru

Sidenreng Rappang

Ende

Tanjung Pandan

Belitung Timur

Mesuji

Tulang Bawang

Kolonedale

Luwu Timur

Kotawari n_g;n_ I}a _ra_t_

Morowali

Lombok Tengah

Barru

Barru

Baturaja

OKUT

Sidikalang

Pakpak Barat

Muna Barat

Toba Samosir

Kolonedale

Konawe Selatan

Marabahan

Barito Kuala

Raba

Dompu

Mamuju

Mamuju Tengah

Tanjung Redeb

Berau

Ende

Ngada

Kementerian PU PR




@ PROSES KOORDINASI
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL (KPPN)

TAHAP | (MASTERPLAN/RIK/RPKP)

* Rakor Pusat
* Rakor Daerah
L 4 * FGD dan Kunker

* Ekspose Draft

TAHAP Il (KONSOLIDASI/SINERGI PROGRAM)
/ « Rakor dan Konsolidasi K/L

* Rakornas Kawasan Perdesaan

TAHAP 11l IMPLEMENTASI DAN MONEV)

@ * Pelaksanaan Komitmen:

‘\ Kementerian /Lembaga, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa serta
Swasta




PENETAPAN DELINEASI RPKP KPPN PANGKALAN BUN

PETA DELINIASI KAWASAN PERDESAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ARAHAN BAPPENAS

NAMA DESA

KECAMATAN ARUT SELATAN

Natai Raya

Sulung

Tanjung Putri
Kerabu

Panahan

Riam

KECAMATAN KUMAI
Batu Belaman

Bumi Harjo

Sebuai

Sungai Badaun
Sungai Cabang
Sungai Tendang
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
Amin Jaya

Kebun Agung

Sungai Hijau
KECAMATAN PANGKALAN LADA
Kadipi Atas
Pangkalan Tiga
Purbasari

KESEPAKATAN DENGAN BAPPEDA

NAMA DESA

KECAMATAN KUMAI
Sabuai

Sabuai Timur

Keraya

Teluk Bogam

Sungai Bakau

Kubu

9638000

W?m

9574000

Penyusunan Rancangan Rencana
n

mbangunan Kawasa
Wilayah Il (Kalimantan)

560000 565000

Kec.
Arut Selatan

570000

Kumas

92000

9674000




MATERI DALAM RPKP

KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL

DIMENSI MASTERPLAN

SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT

SISTEM
AGRIBISNIS

Sumber: PUPR

KONSTELASI
WILAYAH

INFRASTRUKTUR
PUPR

INFRASTRUKTUR
NON PUPR

Konstelasi
Wilayah

Infrastruktur

Infrastruktur

Sistem
Agribisnis

Sosial
ekonomi
masyarakat

Kedudukan dalam RTRW Prov/Kabupaten
Kedudukan dalam WPS

Sumber Daya Air

Bina Marga (konektivitas)

Cipta Karya (air bersih, sanitasi, persampahan,
sarana prasarana permukiman)

PnP (perumahan yang layak)

Pendidikan

Kesehatan

Kelistrikan/energi
Kelembagaan dan pembiayaan

Industri hulu (bibit, pakan, pupuk, peralatan)
On-farm (jalan usaha tani, lahan, dll)

Industri Pengolahan (pabrik, Gudang, dll)
Industri pemasaran (pasar, outlet, jalan)

Jasa layanan pendukung (penyuluh, lembaga
keuangan, penelitian)

Tingkat kesejahteraan
Tingkat Pendidikan
Struktur mata pencaharian



RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN
(RPKP)

MATRIKS PROGRAM
KEGIATAN

Matriks Multi-sektor Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)
Perwujudan Keterkaitan antara Kegiatan Ekonomi Hulu dan Hilir Desa-Kota melalui Pengembangan Klaster

RESUTUIRARN NTERVENS Prog/Keg Yang PIOEKEE Volume (Tahun) .| Sumber | Instansi Existing [Expecting

No (Berdasarkan Masterplan . Volume | Yang Akan Alokasi
Sudah Dilaksanakan . Dana |Pelaksana|Outcomes |Outcomes
kawasan) Dilaksanaka | 1 | 2 |3 [4]| 5
9

(1) @) ®) @ ®) ©6) | () |®) () (10)| (@1) (12) (13) (14) (15)
1 |Pembangunan / Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi

1 |(* Pembangunan jalan (* Pembangunan jalan *

produksi desa A ke desa B [produksi desa A ke Pembangunan 5 |10
sepanjang 20 KM) desa B 5KM |jalan produksi -1 -] -
KM|KM
desa A ke
desa B

2 |dst...
2 [Pemb dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

1

2
3 |Pemb dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di kws ekonomi perdesaan

1

2
4 |Penerapan teknologi dan inovasi utk meningkatkan nilai tambah dan daya saing

1

2
5 [Pembangunan suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri

1

2
6 [Pengembangan pendidikan kejuruan utk meningkatkan inovasi dan kreatifitas lokal

1

2
7 [Pengemb kerjasama antardesa, daerah, KPS, BUM Antar Desa

1]

2 | I
8 [Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro di Daerah

1

2
9 |Menerapkan TIK untuk memfasilitasi perdagangan dan pertukaran informasi

1

2
10 |Peningkatan PTSP di daerah

1]

2 |




KESIAPAN PEMDA

Kesepakatan Antar Desa Kepala Desa

Penentuan Produk Unggulan

Pembentukan TKPKP

Bumdes Bersama

Penetapkan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) oleh Bupati
(UU No.6/2014 tentang Desa Psl. 85 Ayat 1)

Penyiapan Lahan

Penyiapan Dokumen Lingkungan,

KLHS, Detail Engineering Drawing (DED)



STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KPPN

‘PENYELARASAN KONSEP

‘PENYELESAIAN RIK/RPKP/MASTERPLAN DI 2018

*SOSIALISASI: kesiapan pemda

Skim Pembiayaan KPPN; PRUKADES (kerjasama dengan Swasta)
*TKPKP - koordinasi, perencanaan

Kelembagaan - eksekusi, implementasi

- Manajer Kawasan Perdesaan
- Non-Birokrat - UPT = Bupati
Penggalangan dukungan mitra

- Bumades + Insentif Kemendesa; Mitra Bumdes Nusantara

- RIF, Baznas, Indosat, Teras Mitra, Ul, BRI
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